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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Kondisi Umum 

A. Peran dan  Tugas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 
 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai salah satu unit 

eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI melaksanakan tugas dan fungsi 

sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung 

RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Mahkamah Agung RI. Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Umum melaksanakan asas penyelenggaraan good governance berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.  

Penyelenggaraan pelayanan peradilan umum hingga saat ini masih 

menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan. Sejumlah 

permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan peradilan 

umum saat ini diantaranya masih rendahnya efektivitas kelembagaan dan 

tata kelola pelayanan peradilan umum. Selain itu, masih terbatasnya akses 

masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pelayanan peradilan 

umum, masih lemahnya koordinasi antar unit kerja di Mahkamah Agung 

dalam mengoptimalkan pelayanan peradilan umum serta rendahnya 

kapasitas dan kualitas pelayanan peradilan umum.  

Untuk itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum harus 

mampu menjawab tantangan tersebut dengan memperkuat berbagai aspek 

yang terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai unit pelayaan peradilan 

umum. Lebih jauh lagi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sangat 

berperan penting dalam melakukan sinergitas antara pelayanan antara 

peradilan baik peradilan umum dan peradilan agama sehingga pelaksanaan 

pelayanan pendukung peradilan dapat saling memperkuat dan mempercepat 

pencapaian target yang diinginkan. 

Pemanfaatan teknologi informasi adalah bagian dari upaya 

modernisasi lembaga peradilan yang dapat membantu mengatasi segala 

hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, 

dan biaya ringan. Penerapan teknologi informasi diyakini dapat memberikan 

keuntungan dari segi kecepatan, konsistensi, ketepatan dan keandalan 

dalam pelaksanaan tugas. Pemanfaatan teknologi informasi oleh Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Umum senantiasa dilakukan dalam berbagai 

upaya  peningkatan dan pengembangan teknologi informasi untuk 

mendukung pelaksanaan fungsi peradilan.  Peningkatan dan pengembangan 
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tersebut tidak hanya dari sisi perangkat keras (hardware) dan perangkaan 

lunak (software) namun juga dari sisi sumber daya manusia (brainware).  

Kinerja transparansi badan peradilan merupakan prioritas 

pembaruan peradilan yang  menjadi salah satu misi dalam Cetak Biru 

Pembaruan Peradilan 2010-2035. Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Umum konsisten dalam menjaga kebijakan transparansi peradilan. 

Transparansi peradilan menjadi arus utama dalam manajemen peradilan 

yang melahirkan layanan peradilan elektronik dan berbagai inovasi lainnya 

yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi yang telah diterapkan pada 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja Pengadilan 

yang ada di bawahnya. 

Sebagai wujud nyata kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Umum dalam periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 salah satunya 

adalah melalui Aplikasi Satu Jari (Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan 

Terintegrasi) yang digagas oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. 

Bambang Myanto, SH, MH, dimana aplikasi tersebut telah menjawab 

tuntutan besar masyarakat pencari keadilan. Aplikasi tersebut menjadi 

sarana utama dalam pemantauan kinerja pengadilan oleh Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Umum dalam menjalankan tugas pelayanan 

kepada masyarakat pencari keadilan.  

Dengan Aplikasi Satu Jari tersebut, Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Umum telah mengoptimalkan Monitoring Pelaksanaan Eksekusi 

(PERKUSI) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) melalui Aplikasi 

Satu Jari, dan berhasil menurunkan jumlah tunggakan eksekusi dan 

meningkatkan kinerja pengadilan. 

Aplikasi Satu Jari tersebut telah menunjukkan hasil nyata yaitu 

dengan berkurangnya jumlah tunggakan eksekusi dari 11.697 perkara turun 

menjadi 3.532 perkara eksekusi terhadap putusan Pengadilan, dan 1.577 

perkara eksekusi Hak Tanggungan per 1 Oktober 2024. Aplikasi Satu Jari ini 

merupakan inovasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk 

memonitoring dan mengumpulkan data dari pengadilan tingkat pertama dan 

pengadilan tingkat banding yang dilakukan secara real time. 

Dalam pencapaian tujuan pembangunan hukum, Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung memegang peranan 

sentral dalam menjalankan sistem pembangunan Hukum di Indonesia. 

Untuk itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana 

sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 

MA/Sek/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.  

Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum mempunyai tugas 

membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan 
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tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana 

perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan 

pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.  

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Umum menyelenggarakan fungsi : 

a.  Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, 

pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara 

dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan 

pengadilan di lingkungan Peradilan Umum; 

b.  Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan 

administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari 

lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan pengadilan di 

lingkungan Peradilan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

c.  Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan 

tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan 

tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah 

Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Umum; 

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; 

e. Pelaksana administrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. 

 

B. Susunan Organisasi dan Tata kerja, SDM dan Sarpras Direktorat Jendral 

Badan Peradilan Umum. 

1) Struktur Organisasi 

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor : MA/Sek/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Bahwa 

Susunan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum terdiri dari: 

a.  Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum; 

b.  Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum; 

c.  Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum; 

d.  Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana; 

e.  Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata. 

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam 

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 

MA/Sek/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI., sebagaimana Gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi 

 

2) Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 

Sampai dengan tahun 2024, jumlah pegawai Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Umum dan jajarannya sebanyak 109 orang dengan profil 

demografi sebagai berikut : 

a. Jumlah Pegawai Menurut Golongan 

Berdasarkan Tabel. 1.1 pegawai yang menempati golongan IV 

sebanyak 29 orang, pegawai yang menempati golongan III sebanyak 

118 orang, pegawai yang menempati golongan II sebanyak 7 orang, 

sedangkan pegawai yang menempati golongan I sebanyak 0 orang. 

 

Tabel 1.1 
SDM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  

berdasarkan Golongan 
 

No. UnitKerja 
Golongan 

JUMLAH 
I II III IV 

1 Sekretariat - 7 29 7 43 

2 

Direktorat Pembinaan 

Tenaga Teknis 

Peradilan Umum 

- 2 33 7 42 

3 

Direktorat Pembinaan 

Administrasi Peradilan 

Umum 

- 5 13 6 24 

TOTAL - 14 75 20 109 

 

b. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 

Sebagian besar pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 

adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 

60 orang, sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan S2 

sebanyak 34 orang, S3 sebanyak 1 orang, adapun Direktorat Jenderal 

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN 

UMUM 

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

BADAN PERADILAN UMUM 

DIREKTORAT 

PEMBINAAN TENAGA 

TEKNIS PERADILAN 

UMUM 

DIREKTORAT 

PEMBINAAN 

ADMINISTRASI 

PERADILAN UMUM 

DIREKTORAT 

PRANATA DAN TATA 

LAKSANA PERKARA 

PERDATA 

DIREKTORAT 

PRANATA DAN TATA 

LAKSANA PERKARA 

PIDANA 
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Badan Peradilan Umum masih memiliki pegawai SMA sebanyak 7 

orang, dan Diploma sebanyak 7 orang. 
 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, secara umum tingkat 

pendidikan pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 

memiliki tingkat pendidikan akademik D3-S1-S2-S3 atau dengan kata 

lain lebih dari 84 persen pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Umum telah memiliki :  

 Kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas, dalam 

domain  Kognitif;  

 Kemampuan menerjemahkan dan mengubah informasi kedalam 

berbagai bentuk media (angka, kalimat, gambar);  

 Kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau 

metode memecahkan masalah;  

 Kemampuan analisis untuk menjabarkan struktur persoalan 

sehingga mudah dipahami;  

 Kemampuan sintesis dalam berfikir; dan  

 Kemampuan melakukan penilaian berdasarkan suatu kriteria yang 

baku dengan metode ilmiah (Benjamin S. Bloom, 1956). Dalam 

perspektif kedepan perlu dilakukan peningkatan kompetensi 

melalui peningkatan tingkat pendidikan pegawai kejenjang S1 dan 

S2 dan melakukan pelatihan secara rutin untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan. Secara numerik penjelasan lebih lanjut dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 1.2 

SDM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  

berdasarkan Pendidikan 

 

 

3) Sarana dan Prasarana 

Di samping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung 

tugas-tugas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tersebut, juga 

terdapat sarana dan prasarana  yang dimiliki Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Umum. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/ modal) yang 

No. Unit Kerja 
Tingkat Pendidikan Jumla

h SD SMA Diploma S1 S2 S3 

1 Sekretariat - 3 4 22 13 1 43 

2 

Direktorat 

Pembinaan Tenaga 

Teknis Peradilan 

Umum 

- 2 - 26 14 - 42 

3 

Direktorat 

Pembinaan 

Administrasi 

Peradilan Umum 

- 2 3 12 7 - 24 

TOTAL - 7 7 60 34 1 109 
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berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang 

kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta 

peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal 

Badan Peradilan Umum khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi 

sarana prasarana di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 

dirasakan belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja 

organisasi.  Secara umum aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan 

mesin masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel 1.4 berikut ini : 

Tabel 1.3 

Sarana dan Prasarana 
 
 

No

. 
Jenis Aset/Modal Jumlah 

Barang 

Kondisi Keterangan 

Baik 
Rusak 
Berat 

 

1. Kendaraan roda 6 5 5 0  

2. Kendaraan roda 4 12 12 0  

3. Kendaraan roda 2 22 14 8  

4. Peralatan kantor 1.643 1.640 3  

5. Buku Perpustakaan 2.649 2.649 -  

6.  Rumah Dinas 85 84 1  

 

Dari hasil gambaran kondisi internal organisasi Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Umum untuk aspek tugas pokok dan fungsi, SDM dan Sarana 

Prasarana dapat disimpulkan bahwa organisasi Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Umum masih memiliki beberapa permasalahan atau kelemahan yang 

akan menghambat pencapaian tujuan rencana strategis untuk  5  (lima) tahun 

kedepan, yang meliputi: 

1. SOTK masih belum jelas. 

2. Masih adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi masing-masing unit 

kerja Lingkup Badilum. 

3. Masih belum tercukupinya jumlah SDM dalam melaksanakan tupoksi,  

Bila dilihat dari data diatas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum akan 

mengalami kekurangan pegawai khususnya lebih kurang 35 orang yang akan 

memasuki masa pensiun pada periode 5 tahun kedepan. 

4. Belum cukupnya SDM yang memilki kompetensi sesuai dengan tugas dan 

fungsi. 

5. Belum seluruhnya unit kerja memiliki SOP pelaksanaan tugas dan kegiatan. 

6. Masih belum memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung tugas 

pokok dan fungsi baik kedalam maupun keluar. 

7. Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar unit kerja di lingkup 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 
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Sedangkan potensi atau kekuatan organisasi Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Umum yang ada saat ini dan dapat memperkuat pencapaian tujuan 

organisasi untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut : 

1. Tanggungjawab dan disiplin pegawai sudah cukup baik 

2. Pimpinan memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi kedepan 

 

 

C. Evaluasi Hasil Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2020-

2024 (Hasil LAKIP) 

Gambaran capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya 

diperoleh dari Profil Laporan Akuntabilitasi Kinerja Mahkamah Agung. Secara 

umum kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung 

diukur melalui indikator yang tertera pada Tabel 1.5 dan dapat disimpulkan 

bahwa indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dari 

2 sasaran tujuan organisasi yang meliputi: 

1) Meningkatnya Kualitas pelayanan pendukung peradilan,  

2) Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Peradilan Umum 

Sudah menunjukkan peningkatan pencapaian kinerja organisasi selama tahun 

2020-2024. Adapun penjelasan dari masing-masing indikator disetiap sasaran 

dapat dijelaskan lebih lanjut sebagaimana pada Tabel 1.5 dibawah ini.  
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1.2 Potensi dan Permasalahan 

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun 

global, Potensi dan Permasalahan yang dihadapi Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Umum akan semakin kompleks kedepannya. Berbagai tantangan yang 

harus dihadapi oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menuntut 

adanya peningkatan peran dan kapasitas Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Umum dalam menciptakan berbagai Kebijakan teknis dan pelayanan di bidang 

pelayanan pendukung peradilan umum yang dapat menjawab kebutuhan 

penyelenggaraan hukum. Beberapa hal yang menjadi potensi dan permasalahan 

bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam melaksanakan 

penyelengaraan pelayanan peradilan umum yang profesional, akuntable, dan 

transparan antara lain adalah : 

a. Potensi 

Penyelenggaraan pelayanan peradilan umum kedepan memiliki berbagai 

potensi atau peluang agar pencapaian tujuan pembangunan Hukum dapat 

terwujud. Sejumlah potensi yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan 

peradilan umum saat ini diantaranya adanya peraturan perundang-undangan 

yang mendukung peran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 

Mahkamah Agung untuk memaksimalkan peran dan tugas pokoknya (UU, PP, 

Permen, SKB), adanya dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

yang modern. Adapun penjelasan masing-masing potensi atau peluang yang 

dapat mendukung pencapaian penyelenggaraan pelayanan peradilan umum 

saat ini adalah sebagai berikut : 

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung peran Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Umum 

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi didukung oleh : 

 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

 Keputusan Sekretaris MARI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI 

2. Adanya dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern 

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi didukung oleh : 

 SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara sebagai administrasi 

perkara) 

 SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian berkaitan dengan data dan berkas 

kepegawaian) 

 MIS (Implementasi hakim dan panitera dalam tugas penyelesaian 

perkara)  

 E-Court (pelayanan pendaftaran perkara perdata secara elektronik) 

 E-raterang (pelayanan surat keterangan elektronik untuk menerangkan 

tidak pernah terkait dengan hukum/pidana) 
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 Satu Jari (Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi) 

3. Adanya dukungan kerjasama dengan instansi  

 SPPT (kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan dan lembaga 

permasyarakatan berkaitan dengan sistem pidana terpadu) 

 Kerjasama dengan BKN berkaitan dengan kenaikan pangkat tenaga 

teknis 

 Kerjasama dengan Bakamla terkait dengan peradilan perikanan 

 Kerjasama dengan kementerian hukum dan ham (BPHN) berkaitan 

dengan restorative justice (pidana anak) 

b. Permasalahan 

Penyelenggaraan pelayanan peradilan umum hingga saat ini masih 

menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan. Sejumlah 

permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan peradilan 

umum saat ini diantaranya masih  rendahnya efektivitas pelayanan peradilan 

umum. Selain itu, masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi 

penyelenggaraan pelayanan peradilan, masih lemahnya koordinasi antar 

instansi terkait dalam memberikan pelayanan pendukung peradilan  serta  

rendahnya kapasitas  dan kualitas   pelayanan  pendukung.  Penjelasan 

masing - masing permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan 

pelayanan peradilan umum saat ini adalah Rendahnya efektivitas pelayanan 

peradilan umum meliputi :  

 Masih menggunakan pengadministrasian perkara secara manual dan 

elektronik,  

 Akses pendaftaran perkara melalui e-court hanya untuk pengacara yang 

terdaftar,  

 Masih adanya beberapa pengadilan yang belum melakukan MOU dengan 

Bank terkait dengan biaya perkara,  

 Terhambatnya pelaksanaan proses delegasi, 

 Rendahnya kompetensi dalam pemberian pelayanan pengadilan    
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BAB II  

VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 

 

2.1 Visi  

Terwujudnya Badan Peradilan  Yang Agung 

Badan peradilan  adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi 

Mengutip pengertian Agung dalam dokumen Renstra Mahkamah Agung RI, maka 

Agung disini menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, 

kemuliaan, keluhuran. 

Sehingga visi Ditjen Badan Peradilan  adalah ingin mewujudkan pengadilan negeri 

dan pengadilan tinggi yang dihormati dan disegani lantaran dikelola oleh aparatur 

peradilan yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa 

dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu menyelesaikan perkara guna 

mewujudkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. 

2.2 Misi 

1. Menjaga kemandirian badan peradilan  

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif 

adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu 

kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian 

institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya 

(kemandirian individual/fungsional) Kemandirian menjadi kata kunci dalam 

usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif 

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah 

mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial 

(konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan,serta pengawasan 

organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia 

harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu 

pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain 

yang perlu  diperjuangkan  adalah  kemandirian  pengelolaan anggaran berbasis 

kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari 

APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan 

penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain kemandirian 

institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek 

kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang 

terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan peyelenggaraan 

pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, 

juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para 

hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang. 
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2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang 

dilakukan MA mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam 

memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk 

meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang 

adil.Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai 

yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. 

Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai 

sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka 

menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan 

menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh MA, selain 

menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat 

dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan 

administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh 

adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian 

salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan. 

 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan 

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan 

kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran 

pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan 

juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan 

manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan 

bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan  yang  

dipimpinnya. Untuk area  non - teknis,  secara  operasional,  pimpinan badan 

peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, 

pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. 

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, MA menitikberatkan pada 

peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan 

mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan nonteknis yudisial 

(kepemimpinan dan manajerial). 

 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan  

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting 

untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. 

Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem 

pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusanputusan yang dapat 

dipertanggungjawabkan.18 Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, 

adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun 

kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. 
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Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan 

mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri 

dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang 

mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian 

perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat 

dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional 

dan menjaga integritasnya. 

2.3 Tujuan 

Meningkatnya kualitas pelayanan peradilan umum yang profesional, akuntabel dan 

transparan. 

2.4 Sasaran Strategis 

1. Meningkatnya pengelolaan tenaga teknis peradilan umum 

2. Meningkatnya dukungan administrasi pelayanan peradilan umum 

3. Meningkatnya dukungan manajemen peradilan umum . 

Tabel 2.1  

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 
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BAB III  

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA 

KELEMBAGAAN 

 

3.1 Arah kebijakan dan Strategi Nasional 

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana telah 

diuraikan dalam Bab II, Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Umum Mahkamah Agung mengacu pada arah kebijakan dan strategi 

nasional sebagaimana tertuang dalam Rancangan Renstra Mahkamah Agung 2025-

2029 dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.  

 

3.2 Arah kebijakan dan strategi K/L 

Strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah untuk memperjelas 

arah kebijakan dan tujuan peningkatan pelayanan yang profesional, akuntable, dan 

transparan. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Direktorat Jenderal 

Badan Peradilan Umum harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas 

tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara 

nyata oleh masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu penentuan strategi yang 

tepat menjadi sangat penting.  

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Umum periode 2025-2029 dirumuskan berdasakan tantangan, peluang, 

kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan 

mengunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan 

strategi dan arah kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah 

Agung adalah sebagai Tabel di bawah ini : 

 

Gambar 3.1  
Analisa Swot Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal 

 
                        

EKSTERNAL 
 
 
 
 
 
 
 
  INTERNAL 

Peluang (O) : 
a. Adanya peraturan 

perundang-undangan yang 
mendukung peran 
Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Umum 

b. Adanya dukungan 
teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK) yang 
modern 

c. Adanya dukungan 
kerjasama dengan instansi 
 

Hambatan (T): 
- Belum memadai sarana dan 

prasarana dalam 
pelaksanaan penggunaan 
teknologi informasi. 

- Kemampuan yang belum 
memadai dalam 
pengelolaan teknologi 
informasi (TI),  

Kekuatan (S): 
a. Tanggungjawab 

dan disiplin 

pegawai sudah 

cukup baik 

b. Pimpinan memiliki 

komitmen 

Alternatif Strategi (S-O): 

a. Meningkatkan kualitas 

SDM dan kualitas 

pelayanan  peradilan; 

b. Meningkatkan sistem 

manajemen teknologi, 

informasi dan komunikasi 

(TIK) 

Alternatif Strategi (S-T): 

a. Meningkatkan pelayanan 

berbasis informasi 

teknologi 

b. Meningkatkan sarana dan 

prasarana pelayanan 

berbasis TI. 
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Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Umum Mahkamah Agung menetapkan strategi diantaranya :  

a. Meningkatkan kualitas dan kualitas pelayanan peradilan; 

b. Meningkatkan sistem manajemen teknologi, informasi dan komunikasi 

(TIK) 

c. Meningkatkan koordinasi antar unit  

d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan 

pelayanan peradilan Hukum. 

 

3.3 Kerangka regulasi 

Untuk mendukung peningkatan Kualitas pelayanan peradilan umum demi 

mencapai tujuan pemerintahan hukum yang berkeadilan, dukungan kerangka 

regulasi yang dibutuhkan dalam 5 (lima)  tahun ke depan adalah dengan 

melakukan penyempurnaan terhadap beberapa peraturan teknis, khususnya 

peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung yaitu: berkaitan dengan 

Pedoman Teknis dlll.  

3.4 Kerangka kelembagaan 

Untuk memperkuat peran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 

Mahkamah Agung periode 2025-2029, maka beberapa fungsi di lingkungan 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung perlu 

disinkronkan, sehingga kesinambungan antara proses diantara fungsi 

kedirektoratan dapat sinkron dan tidak tumpeng tindih serta berjalan secara 

lebih efektif dan efisien.   

c. Meningkatkan koordinasi 

antar unit  

d. Meningkatkan akses 

masyarakat terhadap 

informasi 

penyelenggaraan 

pelayanan peradilan 

Hukum 

c. Meningkatkan 

kemampuan SDM dalam 

pengelolaan pelayanan 

berbasis TI 

Kelemahan (W): 
a. SOTK belum jelas 

dan masih terdapat 
tumpang tindih 

b. Belum tercukupinya 
jumlah SDM dalam 
melaksanakan 
tupoksi 

c. Belum tersedianya 
SDM yang memilki 
kompetensi sesuai 
dengan tugas dan 
fungsi 

d. Sarana persidangan 
belum memadai 

e. Masih belum 
optimalnya 
pelaksanaan 
koordinasi antar unit 
kerja 

Alternatif Strategi (W-O): 
a. Penyelesaian 

restrukturisasi 
organisasi MA 

b. Penambahan formasi 
pengadaan pegawai 

c. Pelatihan bagi ASN 
d. Pemenuhan kebutuhan 

sarana persidangan  
e. Peningkatan koordinasi 

melalui Rakor 

Alternatif Strategi (W-T): 
a. Menyusun SOTK yang 

mendukung pelayanan 

berbasis TI 

b. Penambahan pegawai 

yang memiliki 

kemampuan TI 

c. Pemanfaatan TI untuk 

melakukan koordinasi 

antar unit 
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BAB IV  

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

4.1 Target Kinerja 

Untuk mewujudkan visi, Misi dan tujuan Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Umum Mahkamah Agung, periode tahun 2020–2024 ditetapkan 1 

(satu) sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Ditjen. Badium Mahkamah 

Agung. Pelaksanaan atas sasaran strategis tersebut diwujudkan dalam 

program-program sebagai berikut:  

(1) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Peradilan Umum merupakan 

program yang mencerminkan tugas dan fungsi utama Direktorat Jenderal 

Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung. Program ini mencakup 

pelaksanaan tugas-tugas utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Umum Mahkamah Agung dalam proses pelayanan peradilan mencakup 

pelayanan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Pelayanan 

Pembinaan Administrasi Peradilan umum,  Pelayanan Pranata dan Tata 

Laksana Perkara Pidana,  Pelayanan Pranata dan Tata Laksana Perkara 

Perdata. Adapun Sasaran program (outcome) Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Umum Mahkamah Agung pada masing-masing lingkup bidang 

diturunkan pada pencapaian sasaran kegiatan (output)/indikator sebagai 

berikut: 

a. Pelayanan Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan 

Umum dengan indikator:  

- Persentase tenaga teknis peradilan umum yang memiliki standar 

kompetensi (tenaga teknis yang mengisi  jabatan hakim maupun 

panitera harus memenuhi standar kompetensi jabatan) 

- Jumlah tenaga teknis peradilan umum yang telah mengikuti 

bimbingan teknis 

b. Pelayanan Pembinaan Administrasi Umum dengan indikator : 

- Persentase penyelesaian administrasi perkara peradilan umum yang 

tepat waktu (persentase perkara yang selesai s.d. minutasi ditingkat 

pertama (5 bulan) dan tingkat banding (3 bulan) 

- Jumlah dukungan layanan peradilan umum yang tersedia (layanan 

dukungan berupa pedoman, juknis, sarana dan prasarana 

persidangan). 

(2) Program Dukungan Manajemen 

Ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (selajutnya 

disebut Program DM). Program DM mencakup pelaksanaan dukungan 

terhadap peningkatan kinerja manajemen internal (sebagai bagian dari 

upaya penguatan reformasi birokrasi) dan akuntabilitas Direktorat 
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Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi utamanya. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa 

program/kegiatan yang mendukung, yaitu manajemen dan Pelaksanaan 

Pelayanan Umum; (b) Penyusunan Perencanaan Pemrograman, 

Penganggaran, Pemantauan ,Evaluasi dan Pengendalian serta Koordinasi 

dan Kerjasama; (c) Pengelolaan dan pengembangan SDM; (d) 

Penyelenggaran dan Pembinaan Komunikasi dan Informasi Publik; (e) 

Penyelenggaran Pelayanan, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;  

Sasaran kegiatan/indikator Program DM adalah sebagai berikut: a. 

Akuntansi/Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara dengan indikator: 

(i) Tingkat akuntabilitas laporan keuangan Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Umum Mahkamah Agung; (ii) Tersusunnya laporan keuangan 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum; dan (iii) Penyelesaian 

tindaklanjut temuan BPK. b. Pengelolaan Aset Barang Milik Negara di 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan indikator: (i) Tingkat 

Akuntabilitas laporan BMN Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 

MA; (ii) Tersusunnya laporan BMN Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Umum Mahkamah Agung. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum periode 

2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung untuk 5 (lima) tahun 

kedepan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2020-2024 sangat 

ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia, 

dukungan data dan informasi, sumber pendanaannya serta komitmen semua 

pihak (pimpinan dan staf) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 

Mahkamah Agung.  

Disamping itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra 

periode 2020-2024, setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian 

pelaksanaannya dan apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi 

muatan Renstra Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum periode 2020-2024 

termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai mekanisme 

yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Umum Mahkamah Agung sebagaimana dituangkan dalam visi 

DirektoratJenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung yaitu 

”Mewujudkan pelayanan peradilan yang profesional, akuntable, dan transparan 

demi mencapai tujuan pembangunan hukum yang berkeadilan”.  

Renstra Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum periode 2020-2024 

harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja dilingkungan Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung sesuai dengan tugas dan 

fungsinya masing - masing. Semua unit kerja diharapkan dapat melaksanakan 

dengan akuntabel dan senantiasa berorientasi manajemen peningkatan kinerja 

sebagaimana tertuang dalam strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Umum Mahkamah Agung.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Matrik Kinerja Pendanaan 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
STRATEGIS 

SASARAN 
PROGRAM 

INDIKATOR 
KINERJA 
PROGRAM 

Target 

Satuan 

Alokasi (Juta Rupiah) Unit 
Organisa

si 
Pelaksan

a 

202
5 

202
6 

202
7 

202
8 

202
9 

2025 2026 2027 2028 2029 

1. 
Terwujudnya 

proses 
peradilan 

yang efektif, 
transparan, 
akuntabel 

dan 
responsif 

1.1 Persentase 
penyelesaian 
perkara kasasi dan 
peninjauan kembali 
serta kewenangan 
lainnya secara tepat 
waktu   

02. 
Terselenggaran
ya 
penyelesaian 
perkara di 
lingkungan 
Peradilan 
Umum yang 
pasti dan 
berkeadilan 

2.1 Persentase 
penyelesaian 
perkara pidana dan 
pidana korupsi 
pengadilan tingkat 
banding pada 
peradilan umum 
secara tepat waktu 

97 97 97 97 97 Persen 
 4.634.74
2 

  4.634.74
2 

  4.634.74
2 

  4.634.74
2 

  4.634.74
2 

  

1.2 Persentase 
penyelesaian 
perkara tepat waktu 
pengadilan tingkat 
banding 

2.2 Persentase 
penyelesaian 
perkara pidana, 
pidana korupsi, dan 
PHI yang nilai 
gugatannya dibawah 
150jt pengadilan 
tingkat pertama 
pada Peradilan 
Umum secara tepat 
waktu 

94 94 94 94 94 Persen 
 52.374.0
33 

 52.374.0
33 

 52.374.0
33 

 52.374.0
33 

 52.374.0
33 

  

1.3 Persentase 
penyelesaian 
perkara tepat waktu 
tingkat pertama 

2.3 Persentase 
penyelesaian 
perkara perdata 
tepat waktu 
pengadilan tingkat 
banding di 
lingkungan 
peradilan umum 

97 97 97 97 97 Persen             
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1.4 Persentase 
minutasi perkara 
kasasi dan PK tepat 
waktu 
 
  

2.4 Persentase 
penyelesaian 
perkara perdata 
tepat waktu tingkat 
pertama di 
lingkungan 
peradilan umum 

94 94 94 94 94 Persen             

1.5 Persentase 
pengiriman salinan 
putusan tepat waktu 
oleh pengadilan 
tingkat banding 
kepada pengadilan 
pengaju 

2.5 Persentase 
pengiriman salinan 
putusan tepat waktu 
oleh pengadilan 
tingkat banding 
kepada pengadilan 
pengaju di 
lingkungan 
peradilan umum 

95 95 96 96 97 Persen             

1.6 Persentase 
penyediaan/pengiri
man salinan 
putusan tepat waktu 
oleh pengadilan 
tingkat pertama 
kepada para pihak  
 
  

2.6 Persentase 
penyediaan/pengiri
man salinan 
putusan tepat waktu 
oleh pengadilan 
tingkat pertama 
kepada para pihak 
di lingkungan 
peradilan umum 

98 98 98 98 99 Persen             
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1.7 Persentase 
pengiriman 
petikan/pemberitah
uan isi putusan 
tingkat banding, 
kasasi dan PK 
secara tepat waktu 
oleh pengadilan 
pengaju kepada para 
pihak  

2.7 Persentase 
pengiriman 
petikan/pemberitah
uan isi putusan 
tingkat banding, 
kasasi dan PK 
secara tepat waktu 
oleh pengadilan 
pengaju kepada para 
pihak di lingkungan 
peradilan umum 

78 78 79 79 80 Persen             

1.8 Persentase 
pengiriman salinan 
putusan perkara 
pidana, pidana 
militer dan jinayat 
tingkat banding, 
kasasi dan PK tepat 
waktu oleh 
pengadilan pengaju 
kepada para pihak 

2.8 Persentase 
pengiriman salinan 
putusan perkara 
pidana tingkat 
banding, kasasi dan 
PK tepat waktu oleh 
pengadilan pengaju 
kepada para pihak 
di lingkungan 
peradilan umum 

85 86 86 87 87 Persen             
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1.9 Persentase 
putusan pengadilan 
yang diunggah pada 
direktori putusan 

2.9 Persentase 
putusan pengadilan 
yang diunggah pada 
direktori putusan di 
lingkungan 
peradilan umum 

77 77 78 78 79 Persen             

1.10 Persentase 
putusan Mahkamah 
Agung yang tidak 
dimintakan 
pembetulan atas 
kesalahan 
redaksional 

2.10 Persentase 
perkara yang 
berhasil diputus 
dengan pendekatan 
keadilan restoratif di 
lingkungan 
peradilan umum 

100 100 100 100 100 Persen             

1.11 Persentase 
perkara yang 
berhasil diputus 
dengan pendekatan 
keadilan restoratif 

2.11 Persentase 
perkara yang 
berhasil diselesaikan 
melalui mediasi di 
lingkungan 
peradilan umum 

52 52 52 52 52 Persen             

1.12 Persentase 
perkara yang 
berhasil diselesaikan 
melalui mediasi 

2.12 Persentase 
perkara anak yang 
berhasil diselesaikan 
melalui diversi di 
lingkungan 
peradilan umum 

7 7 8 8 8 Persen 

            

1.13 Persentase 
perkara anak yang 
berhasil diselesaikan 
melalui diversi 

1.14 Indeks 
kepuasan pengguna 
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layanan pengadilan 
berdasarkan standar 
layanan yang 
ditetapkan 

05. 
Terselenggaran
ya dukungan 
teknis 
penyelesaian 
perkara di 
lingkungan 
Peradilan 
Umum yang 
optimal 

5.1 Indeks kepuasan 
masyarakat atas 
layanan pengadilan 

3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Indeks             

2. 
Meningkatny
a Akses 
Keadilan 
Bagi 
Masyarakat 
Kelompok 
Rentan di 
Pengadilan 

2.1 Indeks kepuasan 
pengguna layanan 
pos bantuan hukum 
(Posbakum) 

01. 
Terselenggaran
ya layanan 
peradilan bagi 
kelompok 
rentan di 
lingkungan 
Peradilan 
Umum yang 
mudah dan 
terjangkau 

1.1 Persentase 
pengguna bantuan 
hukum di 
lingkungan 
Peradilan Umum 

1 1 1 1 1 Persen             

2.2 Indeks kepuasan 
para pihak dalam 
perkara perempuan 
berhadapan dengan 
hukum 

1.2 Persentase 
permohonan 
pembebasan biaya 
perkara di 
lingkungan 
Peradilan Umum 

80 80 80 80 80 Persen             

2.3 Indeks kepuasan 
para pihak dalam 
perkara penyandang 
disabilitas 
berhadapan dengan 
hukum 

1.3 Persentase 
hakim yang memiliki 
kompetensi 
mengadili kelompok 
rentan di lingkungan 
Peradilan Umum 

80 80 80 80 100 
Lapora

n 
            

2.4 Indeks kepuasan 
para pihak dalam 
perkara anak 
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berhadapan dengan 
hukum 

5.Terwujudn
ya 

Manajemen 
Peradilan 

yang 
Transparan 

dan 
Profesional 

5.1 Nilai AKIP 

01 - 
Terlaksananya 

dukungan 
manajemen 

pada 
Kepaniteraan 
yang prima 
dan optimal 

1.1 Nilai 
Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah 

BB BB BB A A 
Predika

t 
            

5.2 Indeks Sistem 
Merit 1.2 Nilai Kinerja 

Anggaran 
Baik Baik Baik Baik Baik Nilai             

5.3 Nilai Kinerja 
Anggaran 1.3 aspek promosi 

dan mutasi di 
lingkungan 
kepaniteraan 

50 55 56 60 65 Orang             

5.4 Indeks 
Pengelolaan Aset                             

5.5 Indeks 
Perencanaan 
Pembangunan 
Nasional 

02 - 
Terlaksananya 

dukungan 
manajemen di 

lingkungan 
Peradilan 

Umum yang 
prima dan 

optimal 

2.1 Nilai 
Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah 

1 1 1 1 1 
Layana

n 
            

5.6 Predikat Opini 
WTP 2.2 Nilai Kinerja 

Anggaran 
          Nilai             

2.3 Indeks layanan 
SDM tenaga teknis 

80 80 80 80 80 Nilai             
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Lampiran 2 : Matrik Kerangka Regulasi 

- Draft -  

 

 


